OPTIMALISASI TUGAS POKOK DAN FUNGSI

PENGAWAS MADRASAH KEMENTERIAN AGAMA







a. Pengertian Pengawas Sekolah.
Pengawas berarti orang yang mengawasi. Pengawas sekolah
berarti orang yang mengawasi sekolah. Dalam Kepmenpan nomor 118
tahun1996 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka
Kreditnya dikatakan bahwa pengawas sekolah adalah pegawai negeri
sipil yang ditunjuk oleh Dinas pendidikan maupun Departemen Agama
bidang pendidikan yang diberikan wewenang untuk melaksnakan
penilaian dan pembinaan dari segi teknis pendidikan dan administrasi
pada satuan pendidikan prasekolah, dasar, dan menengah.1 Sementara
itu menurut peraturan Pemerintah nomor 74 tahun 2008 tentang guru
dinyatakan bahwa pengawas adalah guru yang diangkat dalam jabatan
pengawas tidak lepas dari sifat keguruan dalam meningkatkan mutu
proses dan hasil pendidikan.2
Menurut undang-undang dan peraturan yang berlaku, keberadaan
pengawas sekolah/madrasah jelas dan tegas. Dengan demikian bukan
berarti pengawas sekolah/madrasah terbebas dari berbagai masalah.
1 Keputusan Menteri pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 118 tahun 1996, Jakarta:
SK Menpan, 2006, Pasal 1 ayat 17
2 Kementerian Agama RI, Pedoman Penyelenggaraan Kelompok Kerja Pengawas, Jakarta,
2011, h. 1
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Ternyata institusi pengawas sekolah semakin bermasalah setelah
terjadinya desentralisasi penanganan pendidikan. Institusi ini sering
dijadikan sebagai tempat pembuangan, tempat parkir, dan tempat
menimbun sejumlah aparatur yang tidak terpakai lagi ( pejabat
rongsokan). Selain itu, pengawas sekolah/madrasah belum difungsikan
secara optimal oleh manajemen pendidikan di kabupaten dan kota. Hal
yang paling mengenaskan adalah tidak tercantumnya anggaran untuk
pengawas sekolah dalam anggaran belanja daerah (kabupaten/kota).
Sekurang-kurangnya fenomena itu masih terlihat sampai sekarang.
Apalagi pengawas Pendidikan Agama Islam atau pengawas madrasah
yang berada dibawah naungan Kementerian Agama. Dalam Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Agama belum ada
dianggarkan apalagi perhatian dari pemerintah daerah, tentunya sangat
jauh sekali. Baik bantuan yang berupa tunjangan insentif atau pun
bantuan sarana dan prasarana. Pada hal salah satu pihak yang dinilai
memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pendidikan di
sekolah/madrasah adalah pengawas, sebagai unsur tenaga kependidikan
yang memiliki tugas pokok memantau, mengawasi, dan mengevaluasi
penyelenggaraan pendidikan di sekolah/madrasah terkait dengan hal-hal
yang bersifat administratif  maupun akademik. Seorang pengawas
memiliki seperangkat peran dan tugas yang tidak hanya bertujuan untuk
mengawasi jalannya penyelenggaraan pendidikan di sekolah secara baik
dan terarah, tetapi juga memberi masukan, bimbingan, dan bantuan
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kepada Kepala Sekolah dan pendidik/Guru dalam melaksanakan tugas
pengawas, yakni melakukan supervisi manajerial, supervisi akademik,
dan supervisi evaluasi.
b. Kualifikasi Pengawas
Kualifikasi pengawas satuan pendidikan atau pengawas sekolah
dan pengawas mata pelajaran adalah persyaratan akademik (tingkat
pendidikan dan keahlian, pangkat, jabatan, golongan ruang, dan
pengalaman kerja) yang minimal harus dipenuhi untuk dapat diangkat
sebagai pengawas.
Kualifikasi pengawas madrasah  itu sudah di tetapkan
sebagaimana Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia (PMA) no 2
tahun 2012 Bab IV pasal 6 yakni :
a) Berpendidikan minimal sarjana (S1) atau diploma IV dari
perguruan tinggi terakreditasi
b) Berstatus sebagai guru bersertifikat pendidik pada madrasah atau
sekolah
c) Memiliki pengalaman mengajar paling sedikit 8 (delapan) tahun
sebagai guru Madrasah atau guru PAI di sekolah
d) Memiliki pangkat minimum Penata, golongan ruang III/c
e) Memiliki kompetensi sebagai pengawas yang dibuktikan dengan
sertifikat Kompetensi Pengawas
f) Berusia setinggi-tingginya 55 (lima puluh lima) tahun
g) Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan setiap unsurnya paling
rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir dan
h) Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang dan / atau
tingkat berat selama menjadi PNS.3
3 Kemenag RI, Loc. cit
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c. Tugas Pokok dan Fungsi Pengawas
Berkenaan dengan tugas dan tanggung jawab pengawas, maka
mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
(MENPAN) dan Reformasi Birokrasi nomor 21 Tahun 20104 atau SK
Menpan Nomor 118 Tahun 1996 tentang jabatan fungsional pengawas
dan angka kreditnya, Keputusan bersama Mendikbud nomor
0342/O/1996 dan Kepala Badan Administrasi Negara nomor 38 tahun
1996 tentang petunjuk pelaksanaan jabatan fungsional pengawas serta
Keputusan Mendikbud nomor 020/U/1998 tentang petunjuk teknis
pelaksanaan jabatan fungsional pengawas sekolah dan angka kreditnya,
PP No. 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dapat dikemukakan
tentang tugas dan tanggung jawab pengawas satuan pendidikan sebagai
berikut:5
1. Melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pendidikan di sekolah
sesuai dengan penugasannya pada TK, SD, SLB, SLTP dan SLTA.
2. Meningkatkan proses belajar mengajar/bimbingan dan hasil prestasi
belajar/bimbingan siswa dalam rangka mencapai tujuan pendidikan.
Tugas dan tanggung jawab yang pertama merujuk pada supervisi
atau pengawasan manajerial sedangkan tugas pokok yang kedua
merujuk pada supervisi atau pengawasan akademik. Pengawasan
manajerial pada dasarnya memberikan pembinaan, penilaian dan
bantuan/bimbingan mulai dari neraca program, proses sampai dengan
4 Kemendiknas, Loc Cit.
5 Sofjan Salim, Op Cit, h. 61
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hasil. Bimbingan dan bantuan diberikan kepada kepala sekolah dan
seluruh staf sekolah dalam pengelolaan sekolah atau penyelenggaraan
pendidikan di sekolah untuk mengingatkan kinerja sekolah.
Pengawasan akademik berkaitan dengan membina dan membantu guru
dalam meningkatkan kualitas proses pembelajaran/bimbingan dan
kualitas hasil belajar siswa.
Sementara menurut Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2
Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan
Agama Islam Pada Sekolah pada bab II pasal 3 dan 4 bahwa tugas dan
fungsi pengawas adalah :
1. Tugas Pengawas adalah melaksanakan pengawasan akademik  dan
manajerial pada Madrasah.
2. Fungsi pengawas:
a. Penyusunan program pengawasan dibidang akademik dan
manajerial,
b. Pembinaan dan pengembangan madrasah,
c. Pembinaan, pembimbingan, dan pengembangan profesi guru
madrasah,
d. Pemantauan penerapan standar nasional pendidikan,
e. Penilaian hasil pelaksanaan program pengawasan, dan
f. Pelaporan pelaksanaan tugas kepengawasan.6
6 Kementerian Agama RI, Pedoman Pengawas Pendidikan Agama Islam Pada Sekolah,
Jkt, 2012,h. ix
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Rincian tugas pokok pengawas yang dapat dijadikan sasaran
kegiatan dalam pelaksanaan program pengawasan yaitu :








Berdasarkan hal tersebut, ada sejumlah kompetensi yang harus
dimiliki oleh seorang pengawas sekolah. Secara garis besar ada dua
kompetensi yang harus dimiliki, yakni kompetensi menilai dan
kompetensi membina. Wawasan pengawas sekolah dalam bidang
penilaian sangatlah dibutuhkan. Mulai dari memahami konsep
penilaian, jenis penilaian, indikator penilaian, instrumen penilaian,
mengolah hasil penilaian, sampai kepada memanfaatkan hasil penilaian
untuk pembinaan, merupakan hal wajib yang harus dikuasai pengawas
sekolah. Selain itu, melaksanakan penilaian dengan kiat yang tepat juga
merupakan bagian dari kompetensi yang tidak boleh dilupakan.
Demikian halnya kompetensi dalam kegiatan pembinaan.
Pengawas sekolah haruslah memahami konsep pembinaan, jenis-jenis
7 Zainal Aqib, Standar Pengawas Sekolah/Madrasah, (Bandung: Yrama Widya, 2009),h.
62
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pembinaan, strategi pembinaan, komunikasi dalam membina, hubungan
antarpersonal dalam membina, dan sebagainya. Berkaitan dengan
pembinaan, pengawas sekolah juga harus piawai merencanakan
pembinaan, melaksanakan pembinaan, menilai hasil pembinaan, dan
menindaklanjuti hasil pembinaan. Dengan kompetensi-kompetensi itu
tentu keberadaan pengawas di satuan pendidikan benar-benar
diharapkan dan dirindukan. Pengawas sekolah memiliki peran yang
signifikan dan strategis dalam proses dan hasil pendidikan yang
bermutu di sekolah. Peran tersebut berkaitan dengan tugas pokok
pengawas dalam melakukan supervisi manajerial dan akademik,
pembinaan, pemantauan dan penilaian dalam memajukan sekolah
binaannya.8
Jadi jelaslah bahwa dengan tugas pokok yang dijelaskan tersebut
maka hal yang harus dilakukan oleh pengawas antara lain :
1.Menyusun program kerja kepengawasan untuk setiap semester dan
setiap tahunnya pada sekolah yang dibinanya. 2. Melaksanakan
penilaian, pengolahan dan analisis data hasil belajar/bimbingan siswa
dan kemampuan guru. 3. Mengumpulkan dan mengolah data sumber
daya pendidikan, proses pembelajaran/bimbingan, lingkungan sekolah
yang berpengaruh terhadap perkembangan hasil belajar/bimbingan
siswa. 4. Melaksanakan analisis komprehensif hasil analisis berbagai
faktor sumber daya pendidikan sebagai bahan untuk inovasi sekolah. 5.
8 Kemendiknas, Op Cit, h.5
19
Memberikan arahan, bantuan dan bimbingan kepada guru tentang
proses pembelajaran/bimbingan yang bermutu untuk meningkatkan
mutu proses dan hasil belajar/bimbingan siswa. 6. Melaksanakan
penilaian dan monitoring penyelenggaraan pendidikan di sekolah
binaannya mulai dari penerimaan siswa baru, pelaksanaan
pembelajaran, pelaksanaan ujian, sampai kepada pelepasan
lulusan/pemberian ijazah. 7. Menyusun laporan hasil pengawasan
disekolah binaannya dan melaporkannya ke Kementerian Agama,
komite sekolah dan stakeholder lainya. 8. Melaksanakan penilaian hasil
pengawasan seluruh sekolah sebagai bahan kajian untuk menetapkan
program kepengawasan semester berikutnya. 9. Memberikan bahan
penilaian kepada sekolah dalam rangka akreditasi sekolah. 10.
Memberikan saran dan pertimbangan kepada pihak sekolah dalam
memecahkan masalah yang dihadapi sekolah berkaitan dengan
penyelenggaraan pendidikan.9
Berdasarkan uraian tugas-tugas pengawas sebagaimana
dikemukakan diatas, maka tugas pokok pengawas sekolah dapat
dipetakan dalam suatu materik.10
9 Suaidinmath’s Blog, 2010, Tugas Pokok Pengawas Sekolah/Madrasah,diakses pada
tanggal 20 September 2013.
10 Zainal Aqib, Op Cit, h. 36
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TABEL I
MATRIK TUGAS POKOK PENGAWAS
1. Monitoring 1. Proses dan hasil belajar siswa
2. Penilaian hasil kerja
3. Ketahanan pembelajaran
4. Standar mutu hasil belajar
5. Pengembangan profesi guru
6. Pemanfaatan sumber belajar
1. Penjaminan mutu
pendidikan
2. Penerimaan siswa baru
3. Rapat guru dan staf sekolah
4. Hubungan sekolah vs
masyarakat









5. Kegiatan ekstra kurikuler
6. Penggunaan media dan alat
bantu
7. Kemajuan belajar siswa
8. Lingkungan belajar





4. Kegiatan antar sekolah
binaan
5. Kegiatan in service training
6. Inovasi sekolah
7. Administrasi sekolah











4. Pengadaan sumber daya
pendidikan
5. Kemajuan pendidikan













5. Pelaporan 1. Kinerja dalam pembelajaran
2. Kemajuan belajar siswa
3. Pelaksanaan inovasi
4. Tugas pengawasan akademik
5. Tindak lanjut pengawasan
1. Kinerja sekolah, kepala
sekolah dan staf
2. Standar mutu pendidikan
3. Hasil inovasi pendidikan
4. Pelaksanaan tugas
pengawasan
5. Tindak lanjut pengawasan
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d. Kompetensi Pengawas.
Kompetensi adalah seperangkat kemampuan yang mencakup
pengetahuan, keterampilan, sikap, tingkah laku yang harus dimiliki
pengawas satuan pendidikan serta ditampilkan dalam pelaksanaan
tupoksinya untuk meningkatkan mutu pendidikan pada sekolah
binaannya.11
Mengenai kompetensi yang harus dan wajib dimiliki oleh
pengawas sekolah dan menjadi acuan pembinaan pengawas sekolah,
merujuk kepada Permendiknas No 12 tahun 2007 tanggal 28 maret
2007 yakni :
1. Kompetensi Kepribadian
2. Kompetensi Supervisi Manajerial
3. Kompetensi Supervisi Akademik
4. Kompetensi Evaluasi Pendidikan
5. Kompetensi Penelitian dan Pengembangan
6. Kompetensi Sosial.12
Selanjutnya komptensi ini dapat dijabarkan sebagai berikut :
1. Kompetensi Kepribadian, meliputi :
a. Memiliki tanggung jawab sebagai pengawas satuan pendidikan
b. Kreatif dalam bekerja dan memecahkan masalah baik yang
berkaitan dengan kehidupan pribadinya maupun tugas-tugas
jabatannya.
c. Memiliki rasa ingin tahu akan hal-hal baru tentang pendidikan
dan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang menunjang
tugas pokok dan tanggung jawabnya





2. Kompetensi Supervisi Manjerial, meliputi :
a. Menguasai metode, tekhnik, dan prinsip-prinsip supervise dalam
rangka meningkatkan mutu pendidikan disekolah/madrasah.
b. Menyusun program pengawasan dan visi-misi-tujuan dan
program pendidikan sekolah/madrasah
c. Menyusun metode kerja dan instrument yang diperlukan untuk
melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengawas di
sekolah/madrasah.
d. Menyusun laporan hasil-hasil pengawasan dan menindak
lanjutinya untuk perbaikan program pengawasan selanjutnya
disekolah/madrasah.
e. Membina kepala sekolah dalam pengelolaan dan administrasi
satuan pendidikan berdasarkan manajemen peningkatan mutu
pendidikan di sekolah/madrasah.
f. Membina kepala sekolah dan guru dalam melaksanakan
bimbingan konseling di sekolah/madrasah.
g. Mendorong guru dan kepala sekolah dalam merefleksikan hasil-
hasil yang dicapainya untuk menemukan kelebihan dan
kekurangannya dalam melaksanakan tugas pokoknya di
sekolah/madrasah.
h. Memantau pelaksanaan standar nasional pendidikan dan
memanfaatkan hasil-hasilnya untuk membantu kepala
sekolah/madrasah dalam mempersiapkan akreditasi sekolah.
3. Kompetensi Supervisi Akademik, meliputi :
a. Memahami konsep, prinsip, teori dasar, karekteristik dan
kecendrungan perkembangan tiap bidang pengembangan di
TK/RA atau mata pelajaran di SD/MI, SMP/MTS,
SMA/SMK/MA
b. Memahami konsep, prinsip, teori/tekhnologi, karekteristik dan
kecendrungan perkembangan proses pembelajaran/bimbingan
tiap pengembanan TK/RA atau mata pelajaran di SD/MI,
SMP/MTS, SMA/SMK/MA.
c. Membimbing guru menyusun silabus tiap bidang pengembangan
di TK/RA atau mata pelajaran di SD/MI, SMP/MTS,
SMA/SMK/MA berlandaskan standar isi, standar kompetensi,
kompetensi dasar, dan prinsip-prinsip pengembangan KTSP.
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d. Membimbing guru dalam memilih dan menggunakan
strategi/metode/tekhnik pembelajaran yang dapat
mengembangkan berbagai potensi siswa melalui bidang
pengembangan di TK/RA atau mata pelajaran di SD/MI,
SMP/MTS, SMA/SMK/MA
e. Membimbing guru dalam menyusun rencana pelaksanaan
pembelajaran (RPP) untuk tiap bidang pengembangan di TK/RA
atau mata pelajaran di SD/MI, SMP/MTS, SMA/SMK/MA
f. Membimbing duru dalam melaksanakan kegiatan
pembelajaran/bimbingan (di kelas, laboratorium, dan/atau
lapangan) untuk mengembangkan potensi siswa tiap bidang
pengembangan di TK/RA atau mata pelajaran di SD/MI,
SMP/MTS, SMA/SMK/MA.
g. Membimbing guru dalam mengelola , merawat,
mengembangkan, dan menggunakan media pendidikan dan
fasilitas pembelajaran/bimbingan tiap bidang pengembangan di
TK/RA atau mata pelajaran di SD/MI, SMP/MTS,
SMA/SMK/MA
4. Kompetensi Evaluasi Pendidikan, meliputi :
a. Menyusun kriteria dan indikator keberhasilan pendidikan dan
pembelajaran/bimbingan di sekolah/madrasah.
b. Membimbing guru dalam menentukan aspek-aspek yang penting
dinilai dalam pembelajran/bimbingan tiap bidang
pengembangan di TK/RA atau mata pelajaran di SD/MI,
SMP/MTS, SMA/SMK/MA.
c. Menilai kinerja kepala sekolah, guru, dan staf sekolah dalam
melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk
meningkatkan mutu pendidikan dan pembelajaran/bimbingan di
TK/RA atau mata pelajaran di SD/MI, SMP/MTS,
SMA/SMK/MA.
d. Memantau pelaksanaan pembelajaran/bimbingan dan hasil
belajar siswa serta menganalisisnya untuk perbaikan mutu
pembelajaran/bimbingan tiap bidang pengembangan di TK/RA
atau mata pelajaran di SD/MI, SMP/MTS, SMA/SMK/MA.
e. Membina guru dalam memanfaatkan hasil penilaian untuk
perbaikan mutu pendidikan dan pembelajaran/bimbingan tiap
bidang pengembangan di TK/RA atau mata pelajaran di SD/MI,
SMP/MTS, SMA/SMK/MA.
24
f. Mengolah data dan menganalisis data hasil  penilaian kinerja
kepala sekolah, guru, dan staf sekolah.
5. Kompetensi Penelitian dan Pengembangan, meliputi :
a. Menguasai berbagai pendekatan, jenis, dan metode penelitian
dalam pendidikan.
b. Menentukan masalah kepengawasan yang penting diteliti baik
untuk kepentingan tugas pengawasan maupun untuk
pengembangan karrnya sebagai pengawas.
c. Menyusun proposal penelitian pendidikan baik proposal
penelitian kualitatif maupun penelitian kuantitatif.
d. Melaksanakan penelitian pendidikan untuk memecahkan
masalah pendidikan, dan perumusan kebijakan pendidikan yang
bermanfaat bagi tugas pokok dan tanggung jawabnya.
e. Mengolah dan menganalisis data hasil penelitian pendidikan
baik data kualitatif maupun data kuantitatif.
f. Menulis karya tulis ilmiah (KTI) dalam bidang pendidikan dan
atau bidang kepengawasan dan memanfaatkannya untuk
perbaikan mutu pendidikan
g. Menyusun pedoman/panduan dan atau buku/modul yang
diperlukan untuk melaksanakan tugas pengawasan di sekolah/di
madrasah.
h. Memberikan bimbingan kepada guru tentang penelitian tindakan
kelas baik perencanaan maupun pelaksanaannya di sekolah.
6. Kompetensi Sosial, meliputi :
a. Bekerjasama dengan berbagai pihak dalam rangka
meningkatkan kualitas diri untuk dapat melaksanakan tugas dan
tanggung jawabnya .
b. Aktif dalam kegiatan asosiasi pengawas satuan pendidikan.13
Dengan kompetensi tersebut, seorang pengawas dituntut
tanggung jawabnya untuk melakukan pengawasan fungsional, terutama
13 Zainal Aqib, Pengembangan Profesi Guru dan Pengawas Sekolah, Yrama Widya,
Bandung, 2009, h.  95
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terhadap aktivitas penyelenggaraan pendidikan dan upaya meningkatkan
kualitas proses belajar mengajar/bimbingan dan hasil prestasi
belajar/bimbingan siswa dalam rangka mencapai tujuan pendidikan.14
Supervisi merupakan kegiatan membina dan/dengan membantu
pertumbuhan agar setiap orang mengalami peningkatan pribadi dan
profesinya. Supervisi adalah suatu aktivitas pembinaan yang diharapkan
dapat meningkatkan kemampuan sekolah maupun guru. Oleh sebab itu,
supervisor harus dilakukan oleh orang yang memiliki pengetahuan dan
keterampilan mengadakan hubungan antar individu dan keterampilan
teknis.15
Sejalan dengan PMA Nomor 2 Tahun 2012 pasal 3 ayat 1 tentang
Tugas dan Fungsi ,  seorang pengawas wajib melakukan supervisi
akademik (proses belajar mengajar) dan supervisi manajerial
(pengelolaan dan penyelenggara pendidikan).16
Supervisi akademik dalam rangka menegakkan sistem penjaminan
mutu pada penerapan standar nasional pendidikan menjadi komponen
penentu efektivitas pelaksanaan tugas pengawas. Supervisi akademik
dapat sekolah gunakan sebagai perangka evaluasi diri sekolah yang
selanjutnya menjadi bahan pertimbangan pengawas.
14 Atmodiwiryo, Manajemen Pendidikan Indonesia, Jakarta, Ardadizya Jaya, , 2000,  h.21
15 Zainal Aqib, Penelitian Tindakan Sekolah, Yrama, Bandung, 2010, h. 39
16 Kementerian Agama RI, PMA..Loc. Cit.
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Dalam menjalankan fungsi supervisor perbaikan mutu akademik,
pengawas melakukan pemantauan atau observasi, pembinaan dan
penilaian kinerja dalam penerapan standar isi, proses, penilaian dan SKL.
Dengan adanya supervisi akademik maka seorang pengawas secara
tidak langsung akan berhadapan dengan guru sehingga pengawas dapat
mengetahui karakter setiap guru yang di bimbingnya.
Supervisi akademik ditujukan  untuk membantu guru
meningkatkan pembelajaran, sehingga pada akhirnya dapat
meningkatkan belajar siswa. Sesuai dengan tujuannya tersebut maka
istilah yang sering digunakan adalah supervisi pengajaran.
Program supervisi menurut Soetisna meliputi (1) membantu guru
secara individual dan secara kelompok dalam memecahkan masalah
pengajaran, (2) mengkoordinasikan seluruh usaha pengajaran menjadi
prilaku edukatif yang terintegrasi dengan baik, (3) menyelenggarakan
program latihan yang berkesinambungan bagi guru-guru, (4)
mengusahakan alat-alat yang bermutu dan mencukupi bagi pembelajaran,
(5) membangkitkan dan memotivasi kegairahan guru yang kuat untuk
mencapai prestasi kerja yang maksimal, (6) membangun hubungan yang
baik dan kerjasama antar sekolah, lembaga sosial dan instansi terkait
serta masyarakat.17
17Syaiful Sagala,Manajemen Strategik dalam Peningkatan Mutu Pendidikan, Alfabeta,
Bandung, 2007, h.124
27
Tentang teknik supervisi ini, Ahmad Azhari mengemukakan
bahwa  petugas supervisi  dapat menggunakan beberapa  alternatif
teknik  supervisi  antara lain:18
a. Kunjungan kelas
1) Kunjungan dapat dilakukan dengan memberitahu  atau tidak
membritahu, tergantung pada sifat tujuan dan masalah.
2) Kunjungan dapat juga  atas  permintaan sekolah atau guru yang
bersangkutan
3) Sudah memiliki pedoman tentang hal-hal yang akan dilakukan
dalam kunjungan tersebut  baik berupa instrument atau catatan-
catatan.
b. Observasi (pengamatan) kelas
1) Pengamat harus sudah menguasai masalah, tujuan dan sasaran
2) Observasi sedapat mungkin   tidak mengganggu kegiatan
belajar mengajar
3) Pengamat sudah menyiapkan instrument  atau petunjuk
observasi
c. Tes dadakan
Tes dadakan diberikan kepada siswa dengan tujuan untuk
mengetahui pencapaian target kurikulum dan daya serap siswa
sampai pada tes dadakan diberikan.
18 Ahmad Azhari, Supervisi Rencana Pembelajaran, Rian Putra, Jakarta, 2005, hlm. 5-6.
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Soal sudah disiapkan dan pelaksanaannya tanpa memberitahu lebih
dahulu. Hasil tes dikoreksi segera oleh guru atau supervisor.
d. Konferensi kasus
1) Menentukan kasus-kasus yang ditemukan baik berdasarkan
hasil observasi, kunjungan  kelas atau laporan-laporan.
2) Mendiskusikan kasus-kasus tersebut dalam usaha mencari
alternative pemecahan yang tebaik
3) Mencari hasil diskusi dan memprogramkan tindak lanjut.
e. Observasi dokumen
Selain observasi kelas perlu ada observasi dokumen khususnya
untuk menjaring peningkatan pengelolaan administrasi dalam
rangka menunjang keberhasilan proses pendidikan di sekolah.
Dokumen yang diamati antara lain:
1) Untuk guru: perangkat persiapan mengajar serta  catatan-
catatan yang berhubunan dengan kegiatan belajar mengajar
2) Untuk staf tata usaha: deskripsi tugasnya.
f. Wawancara
Wawancara dilakukan sesudah kegiatan observasi, dalam rangka
usaha pembinaan maupun mencari titik temu dalam usaha pemecah
masalah
g. Angket
Data/informasi yang sifatnya kuantitatif dan memerlukan jawaban
obyektif dijaring melalui angket
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h. Laporan secara tertulis
1) Laporan tertulis untuk sementara dapat digunakan  untuk
mengatasi keterbatasan waktu dan petugas supervisi.
2) Laporan hendaknya dititikberatkan  pada segi kualitatif dan
disertai data pendukungnya.
Sasaran supervisi manajerial adalah supervisi yang berkenaan
dengan aspek pengelolaan sekolah yang terkait pembinaan kepala
sekolah dalam menjalankan tugas dan fungsinya sehingga menjadi kepala
sekolah yang professional.
Tugas pengawas sekolah dalam melaksanakan pembinaan terhadap
kepala sekolah dalam menjadikan kepala sekolah professional dapat
diuraikan sebagai berikut:
1. Pengawas sekolah harus memahami tugasnya dalam membina dan
mengembangkan kepala sekolah professional, terutama berkaitan
dengan pengembangan kreatifitas dan pemberian motivasi, karena
pengembangan kepala sekolah professional merupakan program
pengawas sekolah yang harus diprioritaskan. Hal ini perlu ditekankan
lagi, terutama untuk memenuhi kebutuhan yang sangat mendesak
terutama dalam mempersiapkan kepala sekolah sebagai pemimpin
yang handal dalam paradigma baru manajemen pendidikan,
pelaksanaan otonomi daerah, desentralisasi pendidikan, dan
mempersiapkan kepala sekolah dalam perspektif global. Hal ini
penting karena kepala sekolah merupakan ujung tombak
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penyelenggaraan pendidikan, yang sudah sewajarnya dibina berbagai
kemampuannya agar dapat berkembang secara optimal dalam
memajukan sekolah yang dipimpinnya, terutama dalam rangka
mewujudkan visi,misi, dan tujuan pendidikan, baik dalam lingkup
makro,meso,maupun mikro.
2. Upaya-upaya yang dapat dilakukan pengawas sekolah dalam
mengembangkan kepala sekolah professional dapat di identifikasi
sebagai berikut :
a. Mengadakan kunjungan langsung ke sekolah-sekolah dan
memberikan masukan-masukan kepada kepala sekolah mengenai
penyelenggaraan sekolah. Masukan-masukan tersebut terutama
berkaitan dengan tugas dan fungsi kepala sekolah sebagai
educator, manajer, administrator, supervisor, leader, innovator,
dan motivator pendidikan; dengan maksud agar kepala sekolah
dapat melaksanakan fungsi dan tugasnya dengan baik dan kreatif.
b. Menciptakan suatu iklim yang kondusif sehingga memungkinkan
kepala sekolah berdiskusi dengan koleganya (kepala sekolah lain)
untuk memecahkan berbagai permasalahan yang dihadapi dalam
kaitannya dengan peningkatan kualitas pendidikan.
c. Memberikan kesempatan yg seluas-luasnya kepada kepala
sekolah untuk melanjutkan pendidikan dalam rangka menunjang
karier dan meningkatkan kemampuannya.
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d. Memberikan perhatian dan jalan ke luar atas segala permasalahan
yangg dihadapi oleh kepala sekolah dalam melaksanakan
tugasnya.
3. Pengawas sekolah harus memiliki program kegiatan dalam satu tahun
ajaran, untuk:
a. Memantau dan membimbing pelaksanaan penerimaan peserta
didik baru
b. Mengumpulkan dan mengolah data sumber daya pendidikan,
proses pembelajaran, dan bimbingan peserta didik.
c. Menganalisis hasil belajar, bimbingan peserta guru dan sumber
daya pendidikan yang mempengaruhi hasil belajar untuk
menentukan jenis pembinaan.
d. Mengadakan pembinaan administrasi kepala sekolah (prota,
program kerja kepala sekolah, dan kepala urusan administrasi)
e. Memberikan arahan dan bimbingan kepad tenaga kependidikan
guru tetang pelaksanaan pembelajaran dan bimbingan belajar.
f. Memberikan contoh tugas guru dalam bimbingan peserta didik
g. Memberikan arahan dan bimbingan  kepada guru tentang
pelaksanaan pembelajran dan bimbingan belajar
h. Melakasanan kunjungan kelas
i. Menilai hasil belajar,bimbingan belajar, dan kemampuan guru
dalam menyusun soal dan melaksanakan penilaian
j. Membina pelaksanaan dan pemeliharaan lingkungan sekolah
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k. Memantau pelaksanaan ujian
l. Memberikan saran untuk peningkatan kemampuan professional
guru kepada instansi terkait.
m. Menyusun laporan hasil pengawasan sekolah persekolah
n. Melakukan evaluasi hasil pengawasan seluruh sekolah yang
menjadi tangung jawabnya; dan
o. Memberikan saran penyelesaian kasus khusus di sekolah.19
Sementara itu, dalam Buku Kerja Pengawas Sekolah, tugas
pengawas sekolah dalam melaksanakan fungsi manajerial, adalah sebagai
berikut :
a. Fasilitator dalam proses perencanaan, koordinasi, pengembangan
manajemen sekolah.
b. Asesor dalam mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan serta
menganalisis potensi sekolah
c. Informan pengembangan mutu sekolah, dan
d. Evaluator terhadap hasil pengawasan20
Jadi sebagai seorang pengawas di madrasah atau sekolah, selain
harus memiliki kemampuan professional dalam bidang teknis
kependidikan, juga dituntut untuk memiliki hal yang sama dalam bidang
teknis administratif. Tidak ada sautu hal yang penting pada abad XX
sekarang ini selain Administrasi. Berbagai cara dan upaya yang telah
dilakukan oleh Pemerintah dalam usaha meningkatkan pembinaan
19 E.Mulyasa,,Menjadi Kepala Sekolah Profesional, Bandung,  Remaja Rosdakarya, 2006,
h.87-89.
20 Kemendiknas, Buku …Op cit.h.21
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terhadap administrasi, baik dalam lembaga-lembaga swasta. Hal ini
dilakukan betapa penting arti administrasi dalam memecahkan pelbagai
masalah yang timbul dalam setiap usah kerjasama,dan bahkan dalam
berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Namun pada akhirnya semua usaha kerjasama tersebut akan bermuara
pada keberhasilan suatu administrasi dalam mencapai tujuan yang telah
ditentukan lebih dahulu, akan tetapi sangat tergantung kepada unsur
manusia pengelola dan pelaksana, man behind the gun atas dasar mind
behind the man. Manusia yang menentukan, atas dasar moral dan
perilaku yang terpuji.21 Hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan
pengawasan administrasi adalah kepala madrasah, administrasi
kesiswaan, adminstrasi ketenagaan, administrasi perlengkapan
pendidikan, administrasi keuangan, administrasi pelaksanaan ujian akhir,
administrasi hubungan madrasah dengan masyarakat, administrasi
penerimaan siswa baru, administrasi kelembagaan, administrasi guru
kelas, administrasi laboratorium, administrasi perpustakaan, administrasi
perkantoran dan surat menyurat, administrasi kegiatan ekstrakurikuler
dan sebagainya.22
2. Pola Pembinaan Madrasah.
Dalam melaksanakan peran dan tugas pokoknya, seorang pengawas
hendaknya tidak berjalan sendiri, dalam arti sekedar menjalankan dan
21 A.W. Widjaya, Perencanaan Sebagai Fungsi Manajemen, Rineka Cipta, Jakarta, 1995,
h.1
22 M. Amin Thaib BR, Wahdi Sayuti, Ahmad Sofyan, Profesionalisme Pelaksanaan
Pengawasan Pendidikan, (Depag RI, Jakarta), 2005, h.70
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memenuhi tanggung jawab dan kewajiban kerja. Pelaksanaan tugas /
pekerjaan pengawas haruslah terkait dengan segenap hal yang berada di
sekolah/madrasah, salah satunya bertolak dari visi, tujuan, dan hasil yang
ingin di capai oleh sekolah/madrasah dalam upaya peningkatan mutu
pendidikan di sekolah/madrasah perlu menjadi kesepakatan bersama bagi
kepala sekolah, pendidik/guru, dan pengawas, untuk selanjutnya
mencerminkan pola dan mekanisme kerja yang harmonis dan sinergis satu
sama lain.
Sementara itu, dalam peraturan mensyaratkan pentingnya seorang
pengawas memiliki kompetensi kepribadian tertentu. Dimana pelaksanaan
tugas pengawas tidak akan berjalan seperti yang diharapkan, apabila tidak
di dukung oleh kepribadian yang baik pula. Oleh karenanya, pelaksanaan
tugas seorang pengawas hendaknya dilandasi oleh prinsip :
1. Memiliki tanggung jawab yang tinggi terhadap pelaksanaan tugas. Hal
ini bermakna bahwa seorang pengawas haruslah memiliki tanggung
jawab dan kewajiban pelaksanaan tugasnya, dengan memikirkan dan
menyusun perencanaan kerja yang baik dan terarah, konsistensi
pelaksanaan oleh dirinya sendiri,dan setiap saat mengevaluasi hasil
pelaksanaan kerja untuk menindak lanjutinya, baik untuk menutupi
kekurangan dan kelemahan yang dihadapi diri sendiri maupun
stakeholder pendidikan.
2. Kreatif dalam bekerja. Seorang pengawas hendaknya memiliki sikap
kreatif dalam menjalankan tugas pokoknya melalui sikap aktif,
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dinamis, antisipatif,respontif, dan adaptif terhadap permasalahan yang
dihadapi diri maupun stakeholder terkait dengan pelaksanaan
tugasnya. Pengawas harus sedini mungkin menghindarkan diri dari
pola kerja yang terjebak dalam rutinitas, sekedar menjalankan
tugas/pekerjaan, pasif, menonton, dan lain sejenisnya.
3. Memiliki rasa ingin tahu mengenai hal-hal baru tentang pendidikan
dan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang menunjang tugas
pokok dan tanggung jawabnya.
4. Mampu memotivasi kerja diri dan stakeholder pendidikan.23
Untuk meningkatkan mutu pendidikan, tidak bisa terlepas pula dari
upaya perbaikan manajemennya. Sebagai salah satu komponen penting
dalam proses pendidikan, manajemen sekolah/madrasah menjadi hal yang
sangat mendesak untuk dilakukan perbaikan. Masih belum profesionalnya,
manajemen sekolah/madrasah dipengaruhi oleh banyak faktor, baik
kondisi sosial budaya, internal sekolah, kemampuan Sumber Daya
Manusia (SDM), anak didik sendiri, peran masyarakat atau peran
pengawas dan lain-lain.
Manajemen berasal dari kata to manage yang artinya mengatur24.
Pengaturan dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dari
23 Iskandar Agung, Yufridawati, Pengembangan Pola Kerja Harmonis dan Sinergis antara
Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas, Jakarta : Bestari Buana Murni, 2013, h. 136
24 Malayu S. P. Hasibuan, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Jakarta: Bumi Aksara,
2007), Cet. 10, h. 1-2.
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fungsi-fungsi manajemen itu. Jadi, manajemen itu merupakan suatu proses
untuk mewujudkan tujuan yang di inginkan25.
Definisi lain menurut Malayu.S.P.Hasibuan, bahwa manjemen
adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia
dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai
suatu tujuan tertentu.26
Terry mendefinisikan manajemen sebagai proses perencanaan,
pengorganisasian, pengaktuasian, pengawasan, baik sebagai ilmi maupun
seni, untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.27
Dengan adanya pengertian manajemen dan madrasah seperti diatas,
maka penulis menyimpulkan bahwa manajemen madrasah adalah
segenap proses penyelenggaraan dalam setiap usaha kerjasama
sekelompok manusia melalui pemanfaatan sumber daya manusia ataupun
non manusia untuk mencapai tujuan madrasah agar efektif dan efisien.
Selama ini madrasah danggap sebagai lembaga pendidikan islam
yang mutunya lebih rendah dari pada mutu lembaga pendidikan lainnya,
terutama sekolah umum, walaupaun beberapa madrasah justru lebih maju
dari pada sekolah umum. Namun keberhasilan beberapa madrasah dalam
25 Malayu S. P. Hasibuan, Manajemen, Dasar, Pengertian dan Masalah, (Jakarta: Bumi
Aksara, 2005), Cet. 4, h. 1.
26 Malayu S. P. Hasibuan, Manajemen Sumber Daya Manusia, op.cit., h. 1-2.
27 Sudarwan Danim, Visi Baru Manajemen Sekolah, Jakarta :Bumi Aksara, 2006, h. 32
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jumlah yang terbatas itu belum mampu menghapus kesan negative yang
sudah terlanjur melekat. 28
Pada dasarnya, secara organisasional, madrasah merupakan
organisasi yang mengelola diri (self-organized) untuk tumbuh dan
berkembang sesuai dengan karakteristiknya. Pengelolaan diri ini
dijalankan oleh para pemimpin madrasah melalui sebuah mekanisme
manajemen operatif. Namun, karena madrasah di Indonesia merupakan
sub sistem dalam makro sistem pendidikan nasional dan tanggung jawab
pengelolaannya dibebankan pada Kementerian Agama, maka
pengelolaan diri madrasah secara individu tidak cukup memberikan
dampak perubahan yang signifikan dan luas bagi peningkatan kualitas
hidup masyarakat muslim Indonesia saat ini. Hal tersebut karena kondisi
madrasah yang tergolong miskin dalam berbagai sumber, termasuk
sumber daya manusianya dan inilah salah satu problem yang
menyelimuti kehidupan madrasah.
Berbagai hal yang yang melatarbelakangi persoalan tentang
kelemahan manajerial madrasah adalah sebagai berikut:29
a) Ketidakjelasan Misi, Visi dan Tujuan Madrasah
Salah satu tugas kepala sekolah adalah merumuskan visi dan
misi. Visi merupakan atribut kunci kepemimpinan, termasuk
kepemimpinan akademik di sekolah. Visi sekolah adalah statemen
28 Mujamil Qomar, Manajemen Pendidikan Islam, (Jakarta: Erlangga), 2007, h. 80
29 Sunhaji,Manajemen Madrasah, (Yogyakarta: Grafindo Litera Media), 2006, h. 84
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paling fundamental mengenai nilai, aspirasi dan tujuan institusi
persekolahan. Oleh karena itu, visi sekolah merupakan kunci
keberhasilan sebuah lembaga sekolah yang dikelola secara
professional. Visi mewarnai prilaku semua komunitas.30 Dalam suatu
organisasi tanpa visi, maka perubahan tidak mungkin, tanpa misi
maka perubahan bisa salah arah, tanpa insentif, perubahan lama
terjadi,tanpa sumber daya perubahan tidak akan terwujud, dan tanpa
fasilitas, maka perubahan hanya sedikit.
b) Ketidakjelasan struktur dan Tata Kerja
Seringkali terjadi tumpang tindih di lapangan antara wewenang
yayasan dengan pengelola madrasah. Salah satu konflik laten dalam
pengelolaan madrasah adalah perbedaan kepentingan antara pihak
pengelola madrasah dengan yayasan. Yayasan sebagai pemilik
biasanya memiliki posisi tawar yang lebih, dan pada umumnya
menggunakan kekuasaannya untuk mengatur segala hal. Sebaliknya,
madrasah cenderung tidak atau kurang memiliki posisi tawar sehingga
secarapsikologis menjadikan pengelola madrasah tersubordinasikan.
c) Kurangnya keterlibatan madrasah
Sebelum isu desentralisasi pendidikan digulirkan dan lebih
khusus lagi dengan adanya pendidikan berbasis masyarakat, madrasah
adalah salah satu model pendidikan berbasis masyarakat yang telah
lama ditengah-tengah masyarakat. Akan tetapi, perkembangan
30 Sudarwan Danim, Op Cit, h. 73
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selanjutnya madrasah yang didirikan masyarakat tersebut kemudian
mengalami kemandegan inilah problem klasik yang sering muncul.
Ketika madrasah sudah berdiri, maka keterlibatan aktif masyarakat
untuk memikirkan nasib, kelangsungan hidup (apalagi pengembangan
dan kemajuan) madrasah relatif kurang (kalau tidak bisa dikatakan
tidak ada).
d) Lemahnya jaringan (Network)
Banyak terjadi di masyarakat kita, bahwa dalam satu daerah
tertentu terdapat beberapa madrasah yang berdampingan tetapi belum
bisa bergandeng tangan secara maksimal, yang terjadi malah
sebaliknya saling mematikan. Ini tentu saja salah satu faktor
rendahnya/lemahnya madrasah.
e) Lemahnya manajemen
Kelemahan di bidang ini boleh dibilang merupakan “wabah”
yang menjangkiti sebagian besar madrasah. Pendanaan terbatas,
kurangnya sarana dan prasarana, lemahnya SDM dan minimnya
pengetahuan tentang organisasi dan tata kerja merupakan beberapa
sebab yang saling kait-mengkait.
3. Pola Pembinaan Guru
Pola pembinaan guru dalam peningkatan mutu pendidikan, terutama
peningkatan mutu pembelajaran, secara garis besar dapat dilakukan:
a. Melakukan pendampingan dalam meningkatkan kemampuan guru
menyusun administrasi perencanaan pembelajaran/program bimbingan.
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b. Melakukan pendampingan dalam meningkatkan kemampuan guru dalam
proses pelaksanaan pembelajaran.
c. Melakukan pendampingan membimbing guru dalam meningkatkan
kemampuan melaksanakan penilaian hasil belajar peserta didik.
d. Memberikan masukan kepada guru dalam memanfaatkan lingkungan dan
sumber belajar
e. Memberikan rekomendasi kepada guru mengenai tugas membimbing dan
melatih peserta didik.
f. Memberi bimbingan kepada guru dalam mengunakan teknologi informasi
dan komunikasi untuk pembelajaran.
g. Memberi bimbingan kepada guru dalam pemanfaatan hasil penilaian
untuk perbaikan dan pembelajaran/pembimbingan.
h. Memberikan bimbingan kepada guru untuk melakukan refleksi hasil-
hasil yang dicapainya.
4. Pola Pembinaan Kepala Sekolah
Dengan harapan agar pengawas dapat menjalankan perannya secara
optimal, maka ia harus menjalani kegiatan sebagai berikut:
a. Memberikan masukan dalam pengelolaan dan administrasi sekolah
berdasarkan manajemen peningkatan mutu pendidikan di sekolah.
b. Melakukan pendampingan dalam melaksanakan bimbingan konseling di
sekolah.
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c. Memberikan bimbingan kepada kepala sekolah untuk melakukan refleksi
hasil-hasil yang dicapainya melalui analisa kontek.31
B. Objek Pengawasan
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), objek adalah hal,
perkara, orang yang menjadi pokok pembicaraan atau benda, hal dan
sebagainya yang dijadikan sebagai sasaran untuk diteliti atau diperhatikan.32
Adapun objek dari pengawas madrasah sebagai supervisi pendidikan




Kepala sekolah merupakan pemimpin pendidikan tingkat satuan
pendidikan yang harus memiliki dasar kepemimpinan yang kuat.33 Kepala
sekolah sebagai bagian dari suatu sekolah juga menjadi objek dari supervisi
pendidikan tersebut. Sebagai pemegang tertinggi dalam suatu sekolah juga
perlu disupervisi, karena melihat dari latar belakang perlunya supervisi
pendidikan, bahwa kepala sekolah itu juga perlu tumbuh dan berkembang
dalam jabatannya, maka kepala sekolah harus berusaha mengembangkan
dirinya, meningkatkan kualitas profesionalitasnya serta menumbuhkan
semangat dalam dirinya dalam melaksanakan tugasnya sebagi kepala sekolah.
Tidak jauh berbeda dengan supervisi kepada guru, kepala sekolah disupervisi
31 Kemendiknas, Buku …Op cit, h. 78-83
32 Depdiknas RI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta : 2007, Balai Pustaka, h.793
33 E. Mulyasa, Manajemen & Kepemimpinan Kepala Sekolah, Bumi Aksara, Jakarta, 2011,
h.16
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oleh seorang pengawas. Sistem dan pelaksanaannya hampir sama dengan
supervisi guru. Namun ada perbedaan jika guru pada pelaksanaan
pembelajaran kalau kepala sekolah pada bagimana ia mampu melaksanakan
tanggung jawabnya sebagai kepala sekolah yang sesuai dengan yang telah
ditetapkan seperti pengelolaan dan manajemen sekolah34.
b. Pendidik
Guru sebagai agent of change yang merupakan ujung tombak
pelaksanaan pembelajaran, dalam melaksanakan tugasnya perlu adanya
pengawasan oleh supervisor yakni kepala madrasah yang mensupervisi
guru35. Guru adalah seorang pendidik, pembimbing, pelatih, dan pemimpin
yang dapat menciptakan iklim belajar menarik, aman, nyaman dan kondusif
di kelas, keberadaannya ditengah-tengah siswa dapat mencairkan suasana
kebekuan, kekauan, dan kejenuhan belajar yang terasa berat diterima oleh
siswa.36 Guru juga manusia yang setiap saat mengalami perkembangan dan
perlu adanya pengawasan secara berkala dan sistematis. Selain itu, guru juga
perlu meningkatkan kualitas profesionalitasnya, meningkatkan muju kerja,
dan meningkatkan efektifitasnya sebagai seorang pendidik. Karena guru
harus mampu mengembangkan dan miningkatkan proses kegiatan belajar
mengajar siswa yang lebih baik lagi. Yakni dengan cara pembinaan tersebut.
Pembinaan yang dilakukan oleh supervisor kepada guru bisa berupa
pembinaan secara individu maupun secara kelompok. Terkadang guru juga
34 Baharuddin Harahap, Supervisi Pendidikan, Jakarta : 1985, CV. Damai Jaya,  h. 29-31
35 Mukhtar dan Iskandar, Orientasi Baru Supervisi Pendidikan, Jakarta : 2009, Gaung
Persada Press, h.116
36 Martinis Yamin, Profesionalisasi Guru & Implementasi KTSP, GP.Press, Jakarta, 2007, h. 95
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memiliki permasalahan yang sama dan juga berbeda dengan guru satu dan
lainnya. Oleh karena itulah pembinaan guru harus disesuaikan dengan
permasalahan yang sedang dihadapi oleh guru37. Guru-guru hendaknya di
dorong untuk ikut serta dalam pemecahan masalah-masalah administratif
yang langsung mempengaruhi status profeional guru.38
c. Staf Sekolah
Staf Sekolah adalah sekelompok sumber daya manusia yang
bertugas membantu kepala sekolah sebagai administrasi dalam mencapai
tujuan sekolah.39 Pembinaan atau supervisi terhadap staf sekolah dilakukan
oleh Kepala Sekolah sama seperti guru, namun dalam staf sekolah yang perlu
disupervisi adalah tentang kinerja staf, penataan administrasi sekolah,
kemampuan dalam dalam bekerja atau skill serta loyatitas terhadap pimpinan
atau kepala sekolah. Karena staf juga perlu pengembangan dalam dirinya dan
perlu adanya pengawasan, pengamatan dan penilaian dari supervisor untuk
meningkatkan keprofesionalannya sebagai bagian dari suatu system
pendidikan.
d. Peserta Didik
Peserta didik atau siswa merupakan bagian dari sistem pendidikan
sekolah yang saling terkait satu sama lainnya. Dan siswa yang menjadi
objek dari pelaksanaan kegiatan belajar mengajar tersebut, juga ikut
disupervisi. Namun berbeda dengan supervisi yang dilakukan terhadap
37 Baharuddin Harahap, Op Cit, h.18
38 Ngalim Purwanto, Administrasi dan Supervisi Pendidikan, Bandung : 2009, PT Remaja
Rosdakarya, h.144
39 Wahjosumidjo, Kepemimponan Kepala Sekolah, Grafindo Persada, Jakarta, 2005, h. 271
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kepala sekolah, guru, dan staff sekolah. Siswa disupervisi dalam tiga aspek
yakni, aspek kognitif, psikomotorik dan afektif oleh guru sebagai
supervisornya.
2. Pembinaan Non Personil
Pembinaan Non Personil menitik beratkan pada pembinaan Sarana
dan Prasarana yaitu semua komponen yang sacara langsung maupun tidak
langsung menunjang jalannya proses pendidikan untuk mencapai tujuan
dalam pendidikan itu sendiri. Sarana dan prasarana pendidikan adalah semua
benda bergerak dan tidak bergerak yang dibutuhkan untuk menunjang
penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar, baik secara langsung maupun
tidak langsung.40 Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005
tentang Standar Nasional Pendidikan bab VII tentang Standar Sarana dan
Prasarana ayat 1 menjelaskan “ setiap satuan pendidikan wajib memiliki
sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku
dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang
diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan
berkelanjutan”.41
Dalam hal kaitan dengan sarana prasarana yang perlu disupervisi
adalah sebagai berikut :
a. Kelengkapan administrasi sarana prasarana
Mencakup data inventarisasi, kondisi fisik dan lain-lain.
b. Operasional Sarana dan prasarana
40 Rohiat,Manajemen Sekolah, Refika Aditama, Bandung, 2009, h. 26
41 Departemen Agama, Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005, Jakarta,2006, h.124
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Mencakup pelaksanaan penggunaan dan pemanfaatan sarana dan
prasarana yang tersedia.
c. Perawatan Sarana dan prasarana
Mencakup proses dan pelaksanaan perawatan dan perbaikan sarana dan
prasarana yang ada42.
Pembinaan yang dilakukan oleh supervisor terhadap sarana prasarana
dapat dilakukan antara lain :
a. Membina hubungan kerja sama yang baik dengan petugas sarana
prasarana
b. Memimpin kerja sama dengan staf yang membantu petugas sarana
prasarana
c. Memberikan pelatihan pada petugas sarana prasarana untuk peningkatan
kerjanya.
d. Mengawasi pembaharuan dan perbaikan sarana dan prasarana
e. Mengadakan inspeksi secara periodik dan teliti terhadap sarana dan
prasarana43.
Dengan demikian, perlu dilakukan supervisi dan pembinaan
mengenai sarana dan prasarana dari seorang supervisor, guna menjaga dan
meningkatkan kwalitas kerja, juga agar proses pendidikan dapat berjalan
dengan baik dan lancar. Tanpa adanya sarana dan prasarana yang memadai
proses pembelajaran akan timpang.
42 Ibid.
43Administrasi Sarana dan Prasarana, diakses dari http://imronfauzi.wordpress.com
/category / administrasi-dan-supervisi/pada tanggal 4 Juli 2013.
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C. Tinjauan Penelitian Yang Relevan.
Beberapa judul yang penulis ketahui dan dianggap relevan dengan
judul yang penulis teliti, antara lain:
1. Rahmania Utari, M.Pd : Penguatan Fungsi Pengawas Sekolah Dalam
Rangka Perbaikan Mutu Pendidikan di Indonesia (makalah UNY 2012).
Secara umum penelitian ini menggambarkan penguatan fungsi pengawas
sekolah dapat dipandang sebagai langkah politis sekaligus profesional
karena pemberdayaan pengawas sekolah dapat dijadikan sebagai pelaku
penjamin mutu dilapis kedua sekolah itu sendiri. Tentu saja penguatan
fungsi tersebut memerlukan beberapa syarat, antara lain pengembangan
kapasitas dan kapabilitas pengawas sekolah, dan kebijakan pemerintah
akan rasio jumlah pengawas terhadap satuan pendidikan yang dibina.
2. Efillius SY, meneliti Peranan Pengawas Sekolah dalam Meningkatkan
Kualitas Pendidikan ( Studi Kasus di Gugus II Sekolah Dasar Nageri 016
Sekip Hulu Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu), hasil
penelitianya bahwa peranan pengawas sekolah di SDN 016 Sekip Hulu
Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu untuk meningkatkan kinerja
kepala sekolah, guru dan staf yang belum berjalan sebagaimana mestinya.
Peran Pengawas dalam meningkatkan kinerja belum berfungsi dan kurang
konsisten dalam melaksanakan supervisi.
3. Zulkarnaini, Peranan Pengawas Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu
Pendidikan (makalah), Mutu pendidikan dalam konteks makalah ini adalah
mutu proses pembelajaran dan hasil belajar. Mutu proses mengacu kepada
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standar proses seperti yang tertuang di dalam PP Nomor 19/2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan. PP 19/2005, bab 1, pasal 1, ayat 6
menyatakan, ”Standar proses adalah standar naisonal pendidikan yang
berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan
untuk mencapai standar kompetensi lulusan.” Standar kompetensi lulusan
ditegaskan pada ayat 4 seperti berikut, ”Standar kompetensi lulusan adalah
kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan
keterampilan.”
Secara sepintas ketiga hasil penelitian di atas ada persamaan dan
perbedaannya dengan penelitian ini. Persamaannya adalah di satu sisi sama-
sama menyoroti tentang fungsi dan peran pengawas dalam perbaikan mutu
pendidikan. Seperti penelitian yang dilakukan Rahmania mengkaji fungsi
pengawas, Efillius dan Zulkarnaini mengkaji peranan pengawas dalam
meningkatkan mutu pendidikan Perbedaannya adalah penelitian ini khusus
mengkaji atau meneliti tentang kinerja pengawas secara optimal dan kendala-
kendala bekerja secara optimal.
D. Konsep operasional.
Kajian penelitian ini membahas masalah optimalisasi tugas pokok dan
fungsi pengawas madrasah Kementerian Agama di Kabupaten Siak.
Berdasarkan kajian teoretis, maka konsep operasional yang menjadi variabel
dalam penelitian ini adalah:
1. Optimalisasi peran pengawas madrasah Kementerian Agama Kabupaten
Siak dapat dilihat dari ;
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a. Monitoring pengawas terhadap kegiatan madrasah
b. Supervisi pengawas terhadap kegiatan akademik
c. Supervisi pengawas terhadap kegiatan manajerial
d. Pembinaan pengawas terhadap kegiatan akademik
e. Pembinaan pengawas terhadap kegiatan manajerial
f. Penilaian pengawas terhadap kegiatan madrasah
2. Instrument yang digunakan pengawas madrasah dalam melakukan tugas
pokok dan fungsi , maka dapat dilihat dari indikator sebagai berikut :
a. Rencana Kegiatan Manajerial (RKM) dan Rencana Kegiatan Akademik
(RKA)
b. Instrumen akademik dan instrumen manajerial
c. Jadwal kunjungan Pengawas
d. Laporan hasil pengawasan sekolah binaan.
3. Faktor penghambat yang dihadapi oleh pengawas dapat dilihat dari :
a. Dukungan Terhadap Kinerja Pengawas
b. Kesejahteraan Pengawas dalam Menumbuhkan Motivasi Kerja
c. Luasnya Wilayah Kerja Pengawas Madrasah.
